
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tabun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbaban Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4355);

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2019
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Oaerah Tabun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubab beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 17, Tambaban Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik Indonesia 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4614 );

16. Peraturan Pernerintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
KepalaDaerah KepadaDewanPerwakilanRakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4738);

18. Peraturan Pemerintab Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun
2011 Nomor 124, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5261);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 15);
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28. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor754);

29. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor1425);

30. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

31. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825),
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn
NegeriNomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berits. Negara
RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

32. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

33. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017
Nomor02);

34. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor05, Tarnbahan LembaranDaerah Kabupaten
TabalongNomor02);

35. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor09 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten TabalongNomor03);

36. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor 13Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
TabalongTahun 2017 Nomor 13);
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458.215.536.506,00

Belanja
1.Belanja Tidak Langsung
a) Belanja Pegawai Rp
b) Belanja Bunga Rp
c) Belanja Subsidi Rp.
d) Belanja Hibah Rp 72.607.286.050,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 8.422.575.000,00
f) Belanja Bagi Hasil Rp 6.180.000.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 181.634.589.700,00
h) Belanja Tidak Terduga ~R"",p:.....____ -=1-=1..:..;.1~7;_4,,-,..=6.=8=0....,;:,0=..=0
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 727.071.161.936,00

b.

Rp 170.033.432.629,82
Rp 999.736.980.938,00
Rp 291.439.897.462,00
Rp1.461.210.31 1.029,82

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :
a. Pendapatan

1.Pendapatan AsHDaerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan YangSah

Jumlah Pendapatan

Pasall

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN
2018.

Menetapkan

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor07 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (LembaranDaerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor07);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor03 Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019 Nomor03);

39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 43), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2018 Nomor02);

40. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2018
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor24);
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VANANG SYAKHFIANI

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Juli 2019

( BUPATITABALONG,

~ t~d ~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa16

Pasal5

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Bupati ini.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal4

Pasal3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran IPeraturan Bupati ini.

Pasal2

Rp 116.009.007.626,05

Rp 119.274.097.250,31
Rp 4.381.251.348.00
Rp 114.892.845.902,31

Rp 77.222.481.459,00
Rp 313.124.779.832,08
Rp 342.675.726.079,00
Rp 733.022.987.370,08
Rpl.460.094.149.306,08
Rp 1.116.161.723,74
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2. Belanja Langsung
a) Belanja Pegawai
b)Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus / ( Defisit )

c. Pembiayaan
1.Penerimaan
2. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berjalan



!ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATENTABAWNGTAHUN 2019 NOMOR 21

ttd
... .

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Juli 2019

~K.RF:rARIS DAERAH KABUPATEN TABAWNG.
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